
SALINAN  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GUBERNUR SULAWESI BARAT 
 

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT 
       NOMOR 45 TAHUN 2015 

TENTANG  

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2015-2019 

 
 

GUBERNUR SULAWESI BARAT, 
Menimbang :  a. bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintah 

daerah merupakan langkah strategis untuk mewujudkan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efisien dan efektif 
dengan berpedoman pada prinsip tata kelola pemerintahan 
yang baik; 

   b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf c Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman 
Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah 
Daerah, Pemerintah Daerah yang belum memulai Penyusunan 
Road Map pada saat Peraturan ini  diundangkan wajib untuk 
menyusun Road Map; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan  huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015-2019; 

Mengingat :  1. 

 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, 
Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

   2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  4150);  

   3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 



   4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4422); 

   5. 

 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038); 

   6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan 
Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5137); 

   7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

   8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah  beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan 
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah 
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan 
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah 
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5209); 

  11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 
tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025; 

  12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan 
Standar Pelayanan Publik; 

  13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman 



 Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi 
Pada Pemerintah Daerah; 

  14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman 
Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah 
Daerah; 

  15. Paraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

  16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map 
Reformasi Birokrasi 2015-2019; 

  17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik 
Indonesia Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman 
Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 

  18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 
Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 
Barat Nomor 26); 

  19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 
2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah 
Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 
Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Sulawesi Barat Nomor 34) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang 
Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi 
Sulawesi Barat   (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat 
Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Sulawesi Barat Nomor 63); 

  20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 
2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran 
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 
35); 

  21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 
2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 
Barat Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Sulawesi Barat Nomor 36) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi 
Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat 
Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Sulawesi Barat Nomor 64); 

  22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 
2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan 
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 



Daerah Serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat 
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 
Barat Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan  Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 
2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan 
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 
Daerah Serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat 
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 
Barat Nomor 65); 

  23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 
2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 
Barat Nomor 39); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH  PROVINSI 
SULAWESI BARAT TAHUN 2015-2019. 

 

 

     BAB I 
 KETENTUAN UMUM 
 

  Pasal 1 
 

  Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

  1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat; 

  2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat; 

  3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta perangkat 
daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah; 

  4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat; 

  5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD 
adalah perangkat Pemerintah Daerah Provinsi sebagai 
pelaksana fungsi eksekutif dalam penyelenggaraan 
pemerintahan; 

  6. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang Birokrasi dari 
tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan 
baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, 
sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasan yang ada, 
perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa; 

  7. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk 
yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi 
nasional untuk kurun waktu 2010-2025; 

  8. Road Map adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang 
menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam 
kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang; 

  9. Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasional 
Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan 



setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci 
pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari satu tahap ke tahap 
selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran pertahun yang 
jelas; 

  10. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah 
adalah fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait 
dengan area perubahan Reformasi Birokrasi; 

  11. Prioritas pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik/maju 
adalah prioritas yang ditunjuk untuk memelihara atau bahkan 
meningkatkan hal-hal yang sudah baik/maju, agar tidak 
terjadi kemunduran; 

  12. Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah fokus 
perubahan yang menjadi prioritas masing-masing SKPD. 

  13. Quick Wins adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan 
cepat dicapai yang mengawali pelaksanaan suatu program 
dalam Reformasi Birokrasi terutama yang berkaitan dengan 
pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta 
peningkatan kualitas pelayanan publik. 

  14. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah 
Birokrasi Bersih Melayani adalah penentuan satu unit tertentu 
yang melaksanakan Reformasi Birokrasi secara menyeluruh 
sebagai contoh bagi unit kerja lainnya. 

  15. Rencana Aksi adalah langkah-langkah rinci yang diambil 
untuk mencapai tujuan jangka panjang atau jangka pendek 

  16. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam 
rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang 
lebih pendek dari tujuan. 

  17. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan 
terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu 
atau beberapa unit organisasi ataupun dalam rangka 
kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran 
tertentu. 

  18. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam waktu tertentu yang 
dilakukan oleh unit organisasi sesuai dengan kebijakan dan 
program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber 
daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu 

  19. Indikator kerja adalah ukuran kuantitatif yang 
menggambarkan tingkat pencapaian suatu kondisi yang telah 
ditetapkan. 

  20. Monitoring adalah kegiatan mengamati perkembangan 
pelaksanaan program kegiatan, mengidentifikasi serta 
mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan 
timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin. 

  21. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi 
masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) 
terhadap rencana dan standar. 

   
 
 
 
 



Pasal 2 
 

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Tahun 2015 – 
2019 adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang 
menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah 
Provinsi hingga lima tahun ke depan. 

  Pasal 3 
 

Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 menjadi petunjuk pelaksanaan bagi Pemerintah Provinsi sebagai 
dasar untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan 
dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 

   

BAB II 
TUJUAN DAN SASARAN 

 
Pasal 4 

 

  Tujuan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut: 

a. membangun tata pemerintahan yang berbasis kinerja dengan 
berorientasi pada prinsif efektif, efisien dan ekonomis; 

b. penerapan manajemen kinerja seluruh instansi pemerintah 
dilakukan dengan penerapan sistem berbasis elektronik untuk 
memudahkan pengelolaan data kinerja; dan 

c. setiap instansi pmerintah, sesuai dengan tugas dan fungsinya, 
secara terukur juga memiliki kontribusi terhadap kinerja 
pemerintah secara keseluruhan.  

   
Pasal 5 

 

Sasaran  Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut: 

a. birokrasi yang bersih dan akuntabel; 

b. birokrasi yang efektif dan efisien; 

c. birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. 

  BAB III 
QUICK WINS REFORMASI BIROKRASI 

 
Pasal 6 

 

  Quick Wins Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat 
Tahun 2015 – 2019 terdiri atas: 

a. peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan; 

b. penerapan pelayanan terpadu satu pintu secara efektif, murah, 
cepat dan mudah; 

c. peningkatan akses dan kualitas pelayanan infrastruktur; dan 

d. percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui 
kompetisi inovasi pelayanan publik. 

   
 
 



BAB IV 
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 

 
 

Pasal 7 
 

  (1) Sistematika Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi 
Tahun 2015-2019 terdiri atas: 

   a. RINGKASAN EKSEKUTIF 
Berisi uraian singkat substansi Road Map Reformasi 
Birokrasi Pemerintah Provinsi, yang mencakup gambaran 
kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan, prioritas program, 
kegiatan, Quick Wins, anggaran, rencana penghematan yang 
diharapkan, rencana waktu pelaksanaan dan kriteria 
keberhasilan yang ditetapkan. 

   b. BAB I : PENDAHULUAN 

Menguraikan latar belakang perlunya disusun Road Map 
sebagai dasar perencanaan pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi di Pemerintah Provinsi. Secara umum dan ringkas 
menguraikan isi dari Road Map Reformasi Birokrasi. 

   c. BAB II : GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI 
    Memuat gambaran umum Birokrasi Pemerintah Provinsi, 

kebutuhan/harapan pemangku kepentingan dan 
permasalahan Birokrasi Pemerintah Provinsi. 

   d. BAB III : AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH 
PROVINSI 

    Memuat fokus perubahan Reformasi Birokrasi yang terdiri 
atas prioritas pembenahan manajemen pemerintahan, 
prioritas yang harus terus dipelihara, prioritas yang terkait 
dengan peningkatan kualitas pelayanan, zona integritas 
menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas 
Bersih Melayani (WBBM) dan prioritas Satuan Kerja 
Perangkat Daerah yang menjadi fokus perubahan serta 
memuat mengenai sasaran yang terdiri atas kegiatan dan 
rencana aksi. 

   e. BAB IV : MONITORING DAN EVALUASI 
Menguraikan mekanisme monitoring dan evaluasi yang 
dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi, efektivitas 
dan berkelanjutan serta dampaknya bagi masyarakat dari 
pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah. 

   f. BAB V : PENUTUP 
Memuat tentang uraian singkat yang berisi penjelasan yang 
dihasilkan melalui pembahasan. 

  (2) Substansi beserta uraian Road Map Reformasi Birokrasi 
Pemerintah Provinsi Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

   
 
 
 
 



Ditetapkan di  Mamuju 
pada tanggal 30 Desember 2015 

GUBERNUR SULAWESI BARAT, 
 

 
ttd 

 
H. ANWAR ADNAN SALEH 

 

BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 8 

 

  Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Provinsi Sulawesi Barat. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diundangkan di Mamuju 
pada tanggal 30 Desember 2015 
 

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT, 
 
                  ttd 
 
H. MUH. JAMIL BARAMBANGI 
 
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2015 NOMOR 45 
 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya   
Mamuju, tanggal    
 

      KEPALA BIRO HUKUM, 
 

 
 

 
H. MUHAMMAD SARJAN, SH, M.Si 
Pangkat : Pembina Utama Madya 
NIP  : 19560303 198703 1 007 


